RUMUSAN POKOK-POKOK HASIL

RAKERNAS BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL

SURABAYA, 13 – 14 JULI 2003

1. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional bertujuan untuk membangun komitmen dan konsistensi pelaku pembangunan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha untuk menjadikan penataaan ruang sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Komitmen dan konsistensi tersebut diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat bagi penyelesaian berbagai permasalahan penataan ruang, antara lain konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah, penurunan kualitas lingkungan hidup, kesenjangan tingkat pengembangan antar wilayah, serta lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut materi Rakernas difokuskan pada 2 (dua) topik utama, yakni Pengaturan Tata Ruang Nasional dan Penguatan Peran Daerah dalam Penataan Ruang.

2. Rapat Kerja Nasional BKTRN menghasilkan rumusan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

I. PENGATURAN PENATAAN RUANG NASIONAL

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Sebagai Perangkat Untuk Mengintegrasikan Pemanfaatan Ruang Darat, Ruang Laut dan Ruang Udara dalam Wadah NKRI:

a. Bahwa RTRWN merupakan landasan hukum dan acuan spasial bagi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya, sehingga perlu percepatan proses legislasi RPP amandemennya.

b. Bahwa RTRWN merupakan acuan bagi terwujudnya sinergi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, yaitu efisiensi ekonomi, keadilan social, dan kualitas lingkungan dalam penataan ruang nasional dan daerah.

c. Bahwa RTRWN mengakomodasikan kepentingan pertahanan negara yang penetapan pengaturan ruangnya ditetapkan dalam forum BKTRN.

d. Bahwa dalam penyusunan naskah RPP Amandemen  PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional penting diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Ruang udara dan ruang laut dalam RTRWN, merujuk pada ketentuan internasional, perjanjian multilateral, trilateral dan bilateral yang mana Pemerintah Indonesia menjadi pihak pada  perjanjian-perjanjian tersebut.

(2) Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah.

(3) Aspek kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah diatur dalam RTRWN dipertegas prosedur dan mekanismenya dengan melibatkan seluruh penyelenggara pemerintah (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota).

B. Kebijakan Nasional Penanganan Kawasan Perbatasan Antar Negara dalam Kerangka NKRI:

a. Bahwa kawasan perbatasan negara merupakan kawasan tertentu yang diprioritaskan penataan ruangnya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

b. Bahwa Kebijakan Nasional Penanganan Kawasan Perbatasan segera disusun sebagai acuan bagi sector dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan perbatasan yang perlu mendapat dukungan sektor dan daerah terkait.

c. Bahwa pengambangan kawasan perbatasan sebagai “halaman depan” negara diprioritaskan pada keterpaduan, keserasian dan keselarasan serta pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security).

d. Bahwa penanganan kawasan perbatasan dilakukan untuk pengembangan wilayah di sepanjang perbatasan dengan prioeitas mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang disesuaikan dengan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)

e. Bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan pada 9 (sembilan) kawasan (NAD, Sumut, Riau, Kalbar – Kaltim, Sulut, NTT – NTB, Papua, Maluku Utara, dan Maluku) diprioritaskan, yang disusun bersama institusi pusat dan daerah terkait dengan memperhatikan rencana tata ruang negara tetangga.

C. Pemanfaatan dan Pengandalian Ruang Pesisir,  Laut, dan Pulau-pulau Kecil :  Bahwa penataan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan satu kesatuan ruang yang terintegrasi dalam RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

D. Penyelesaian Peraturan Perundangan-undangan Bidang Penataan Ruang: 

a. Bahwa proses penetapan RPP Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan RPP Penatagunaan Tanah dipercepat, mengingat pentingnya kedua produk peraturan tersebut dalam operasionalisasi penataan ruang di daerah.

b. Bahwa proses penyusunan peeraturan perundangan-undangan tentang Penataan Ruang Laut dan Penataan Ruang Udara dipercepat.

E. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan-Sarawak-Sabah (Kasabah):

a. Bahwa RTR Kawasan Perbatasan Kasaba merupakan acuan pembangunan dan pengendalian pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

b. Bahwa penanganan kawasan perbatasan KASABA mengacu pada keterpaduan dan keserasian serta pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan  keamanan (security) yang sesuai dengan kondisi fisik wilayah.

c. Bahwa pengaturan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang diperjelas dan dipertegas.

d. Bahwa proses legislasi pengaturan penataan ruang Kawasan Perbatasan Kasaba dipercepat.

F. RTRW Pulau Jawa-Bali:

a. Bahwa  penyusunan  RTRW Pulau Jawa Bali telah dilaksanakan melalui proses membangun kesepakatan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.

b. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Jawa-Bali diposisikan  sebagai instrumen operasional RTRWN dalam pengembangan wilayah lintas Provinsi di Pulau Jawa – Bali dalam rangka :

(1) Mempertahankan Pulau Jawa – Bali sebagai sentra utama lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya yang terintegrasi.

(2) Mempertahankan kawasan lindung dan yang berfungsi lindung khususnya di Pulau Jawa  bagian Selatan dan Pulau Bali bagian Utara yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya.

(3) Mempertahankan sumber-sumber air dan daerah resapannya untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.

(4) Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan yang berpotensi mengancam kebeeradaan kawasan lindung dan sentra-sentra produksi pangan.

(5) Menghentikan pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan.

(6) Merelokasi kegiatan industri di luar kawasan industri ke dalam kawasan industri yang telah ditetapkan.

c. Bahwa kelembagaan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Pulau Jawa-Bali penting untuk dikembangkan.

d. Bahwa penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang RTRW Pulau Jawa – Bali dipercepat.

G. Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi:

a. Bahwa konsep Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Pulau segera diselesaikan.

b. Bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)  untuk RTRW Pulau Sumatera, RTRW Pulau Kalimantan dan RTRW Pulau Sulawesi  yang berlandaskan pada konsep RTRW Pulau tersebut segera disiapkan.

II. PENGUATAN PERAN DAERAH DALAM PENATAAN RUANG

A. Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah

a. Bahwa penanganan masalah penataan ruang dilaksanakan secara kesatuan system yang terstruktur dengan memantapkan peran gubernur dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

b. Bahwa  RTRW Propinsi  diposisikan sebagai rujukan bagi penyerasian RTRW Kabupaten/Kota agar konsisten dengan strategi  pembangunan nasional.

c. Bahwa penberdayaan DPRD dalam penataan ruang untuk terus ditingkatkan.

d. Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas penataan ruang, diatur :

(1) Departemen Dalam Negeri menghimpun segenap produk peraturan bidang penataan ruang  terutama Keputusan Mendagri yang berkaitan dengan tata ruang guna dievaluasi kembali sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan.

(2) Pemerintah  mengupayakan berbagai dukungan yang memadai di bidang penataan ruang untuk menunjang tugas Gubernur dalam penyelenggaraan penataan ruang terutama bagi kepentingan monitoring dan evaluasi, pengawasan, penertiban  pemanfaatan ruang, serta supervisi perda  Penataan Ruang.

(3) Gubernur dan Bupati/Walikota meningkatkan kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

(4) Pemerintah merumuskan ketentuan hokum yang mengikat sehingga sanksi penyimpangan pemanfaatan ruang dapat ditindak secara tegas demi tegaknya hokum di bidang penataan ruang.

(5) Pemerintah segera menyelesaikan  revisi  UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah .

B. Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Daerah:

a. Bahwa Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai lembaga koordinasi penataan ruang di daerah, terutama di tingkat provinsi difungsikan untuk mengamankan berbagai  kepentingan nasional.

b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan peran BKTRN :

(1) Diusulkan  untuk menyertakan Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan, serta menteri dan Kepala LPND terkait lainnya dalam keanggotaan BKTRN.

(2) BKTRN lebih  mengembangkan fungsi-fungsi :

(a) koordinasi;  (b) supervisi kepada pemda; (c) pembinaan; (d)  mediasi;  (e) inisiasi;  dan (f) arbitrasi dalam pelaksanaan tugasnya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih  efektif dan efisien.

C. Kebijakan Penanganan Perbatasan Antar Daerah

Bahwa penyelesaian  masalah perbatasan antar daerah dalam wilayah Indonesia mengacu pada UU tentang pembentukan daerahnya  serta ketentuan yang mengatur penetapan dan penegasan batas-batas wilayah yang mempertimbangkan 5 (lima) factor : Yuridis, administrative, geografis, historis, sosekbud.
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